SALINAN

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

a. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat

Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau
ulang;

. bahwa peninjauan tarif sebagaimana dimaksud huruf a

dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian;

. bahwa guna maksud sebagaimana dimaksud huruf a

dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal
48 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomr 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembatan
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima
Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan Beserta
Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3456);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 364/MENKES/SK/
III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan,;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/ MENKES/SK/
I1/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan
Masyarakat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/MENKES/
SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/ MENKES/SK/
VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah  Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);



Menetapkan

30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2011 Nomor 21);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Bupati adalah Bupati Situbondo.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Situbondo.

5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Situbondo.

6. Kepala Labkesda adalah Kepala UPTD Labkesda pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah
Kabupaten Situbondo.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya
selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung
jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas tanpa
perawatan, Puskesmas dengan perawatan, Puskesmas
Pembantu, Puskesmas keliling, pondok bersalin desa dan
pondok kesehatan desa.
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Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat
Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di
bidang fisika-kimia, mikrobiologi dan klinis yang berkaitan
dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan
lingkungan sebagai upaya pencegahan penyakit dan
peningkatan kesehatan masyarakat.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh
pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan
kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik
dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh
Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana,
peralatan, fasilitas rumah sakit, biaya bahan dan alat
kesehatan pakai habis dasar (BBA) yang digunakan
langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dan
termasuk komponen tarif.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan
pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat
dinikmati orang perorang atau badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peninjauan tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

adalah peninjauan retribusi pelayanan kesehatan di

Puskesmas dan pelayanan pemeriksaan laboratorium di

Laboratorium Kesehatan Daerah.



BAB III
KEWENANGAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 3

(1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
pelayanan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium
Kesehatan Daerah yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali.

(2) Kewenangan untuk meninjau kembali tarif retribusi
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan pelayanan
pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Kesehatan
Daerah  sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilaksanakan oleh Bupati.

(3) Bupati dalam melaksanakan peninjauan tarif
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan
Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tarif retribusi
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan pelayanan
pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah
Kabupaten Situbondo berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Agustus 2014

BUPATI SITUBONDO,
ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPAT EN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 38
sesuai dengan Aslinya,

9N S.H.M.Si
T B CV\Fgembma (IV/a)
19831221 200604 2 009




